PROTAP PERINDAG

PROTAP/ALUR TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) & TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
(TDP) SESUAI

SK. MENPERINDAG No. 289/MPP/Kep/X/2001 tgl. 13-1-2001

	1. URUSAN PERIZINAN

Pengusaha :

· Mengambil formulir SPI ;

· Menerima penjelasan.


	2. PENGISIAN FORMULIR

Mengisi formulir SPI dan melengkapi persyaratannya.

	3. URUSAN PERIZINAN

Pengusaha :

· Menyerahkan SPI dan  kelengkapannya.

· Apabila disetujui diterbitkan SPM uang jaminan dan BAP.


	4. B  A  N  K

Pengusaha :

· Membayar uang jaminan dan BAP.

· Menerima bukti pembayaran.

	5. URUSAN PERIZINAN

Menyerahkan bukti pembayaran    uang jaminan  dan   BAP dari Bank.


	6. URUSAN PERIZINAN

Menerima Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).


PROSEDUR TETAP PELAYANAN/PEMBERIAN IZIN INDUSTRI

(PERSETUJUAN PRINSIP/PP, IZIN USAHA INDUSTRI/IUI,

TANDA DAFTAR INDUSTRI/TDI)
	NO.
	JENIS KEGIATAN
	PEMO-HON
	SUBDIN PERINDUSTRIAN

(SEKSI PERIZINAN & PENCIPTAAN IKLIM USH)
	KADIS
	WAKTU

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
	Mengambil formulir :

· PP    -  model Pm-1

· IUI   -  model Pm-3

· TDI  -  Pdf .1 – IK

Memberikan penjelasan pengisian formulir dan persyaratan.

Menyerahkan formulir yang telah diisi dan kelengkapannya.

Memeriksa kebenaran pengisian formulir dan  kelengkapannya.

Melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi perusahaan.

Membuat Berita Acara Perusahaan (BAP).

Melakukan proses peneribitan Izin Industri.

· PP    :  Model Pi – 1

· IUI   :  Model Pi- IIIA

· TDI  :  Model  PdfII-IK

Menyerahkan Izin industri (PP, IUI, TDI) kepada pengusaha/perajin.


	
	
	
	1 hr

1 hr

2 hr

3 hr

1 hr

3 hr

1 hr


PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN INDUSTRI
1. Persetujuan Prinsip (PP)

(Diberikan kepada industri menengah dan besar) dengan nilai investasi diatas Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratannya :

· Permintaan/permohonan persetujuan prinsip Model Pm-1.

· Rekaman NPWP.

· Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya.

2. Izin Usaha Industri (IUI)

(Diberikan kepada industri menengah dan besar) dengan nilai investasi diatas Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

      Persyaratannya :

· Permohonan permintaan IUI (formulir  model Pm-II).

· Daftar mesin peralatan produksi.

· Daftar bahan baku/penolong proses produksi.

· Rekaman faktur/spec pembelian mesin peralatan produksi.

· Rekaman NPWP.

· Rekaman KTP.

· Rekaman akte pendirian perusahaan dan perubahannya.

· Rekaman IMB.

· Rekaman nama Direksi dan Dewan Komisaris.

· Rekaman surat Persetujuan Prinsip.

· Rekaman UKL dan UPL atau SPPL atau AMDAL.

· Rekaman izin lokasi.

· Rekaman UU Gangguan (SITU). 

· Rekaman formulir model Pm II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi.

3. Tanda Daftar Industri (TDI)

(Diberikan kepada industri kecil) dengan nilai investasi sebesar Rp. 5 juta – Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Persyaratannya :

· Permohonan permintaan TDI (formulir model Pdf.II – IK).

· Daftar mesin peralatan produksi.

· Daftar bahan baku dan penolong proses produksi. 

· Rekaman faktur/spec pembelian mesin peralatan produksi.

· Rekaman NPWP.

· Rekaman KTP.

· Rekaman SITU.

PERSYARATAN MEMPEROLEH SIUP DAN TDP

1. Rekaman Akte Notaris Perusahaan.

2. Rekaman KTP Direktur dan Persero.

3. Rekaman SITU.

4. Rekaman NPWP.

         Untuk SIUP Perusahaan Besar (PB) ditambah dengan :

5. Neraca Awal Perusahaan.

6. Rekaman SK. Pengesahan Badan Hukum (khusus PT).

Keterangan :

· Perusahaan tidak wajib izin :

· Perusahaan Cabang (untuk SIUP).

· Memiliki izin teknis.

· PMDN.

· BUMN/BUMD.

· Usaha kecil informal (Pedagang kakilima/pinggir jalan/keliling). 

· Perusahaan yang memiliki SIUP wajib menyampaikan laporan 2 tahun sekali.

· Jangka waktu pengurusan (bahan lengkap/5 hari kerja).

PROTAP DISPENDA

PROSEDUR    PELAYANAN    PERIJINAN

PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH

KABUPATEN  KUPANG

1.  
Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak Retribusi Daerah Oleh Petugas Dilapangan Dan Penetapan Besarnya Pajak/Retribusi Daerah.
Persyaratan :
· Foto copy KTP 

· Foto copy identitas Badan Usaha

· Foto copy kartu NPWPD/NPWRD

· Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir

       Instansi Yang Memproses

· Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang 

· Penanda tanganan : Petugas Dispenda Kabupaten Kupang dan Wajib Pajak/Wajib Retribusi
       Prosedur Pengurusan Pelayanan

	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Wajib pajak dan Wajib Retribusi memberikan persyaratan yang ditetapkan
	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 1 (Satu) hari

Untuk daratan Sabu dan Raijua 14 (empat belas) hari



	2
	Petugas melakukan pemeriksaan data persyaratan.
	

	3
	Menyiapkan formulir pendaftaran bagi Wajib Pajak /Wajib Retribusi
	

	4
	Wajib Pajak /Wajib Retribusi mengisi formulir SPTPD dan SPTRD dan menandatanganinya
	

	5
	Membuat tanda terima SPTPD dan SPTRD
	

	6
	Dicatat dan didaftar dalam kartu data untuk diserahkan kepada Bidang  Penetapan dan Penagihan
	


	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	7


	Selanjutnya Seksi Penetapan membuat Nota Perhitungan Pajak/Retribusi berdasarkan Kartu Data selanjutnya menyerahkan kembali Kartu Data tersebut ke bidang  Pendataan
	

	8
	Berdasarkan Nota Perhitungan Sub Seksi Penetapan menerbitkan SKPD dan SKRD yang telah diterbitkan untuk ditanda tangani oleh Kepala bidang  Penetapan dan Penagihan yang  ketahui oleh Kadispenda
	

	9
	Selanjutnya SKPD/SKRD tersebut diserahkan kepada Wajib Retribusi/Wajib Pajak  yang disertai dengan tanda terima
	


PROSEDUR    PELAYANAN    PERIJINAN

PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH
KABUPATEN  KUPANG

2.  PENERBITAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Persyaratan 
· Foto copy KTP 

· Foto copy identitas Badan Usaha

· Foto copy kartu NPWPD/NPWRD

· Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir

Instansi Yang Memproses

· Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang 

· Penanda tanganan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

     Prosedur Pengurusan Pelayanan
	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon mengajukan permohonan kepada Dispenda Kabupaten Kupang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari

Untuk daratan Sabu dan Raijua 12(dua belas) hari

	2
	Pemeriksaan data pemohon
	

	3
	Bila tidak lengkap, dikembalikan dan disertai dengan tanda terima
	

	  4
	Yang lengkap diproses Surat Keterangan Fiskal oleh Bidang Pendaftaran dan Pendataan
	

	5
	Penanda tanganan Surat Keterangan Fiskal oleh Kepala Dinas Pendapatan kabupaten Kupang. Penyerahan surat keterangan ini disertai dengan tanda terima
	


PROSEDUR    PELAYANAN    PERIJINAN

PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH
KABUPATEN  KUPANG
3.  
Keberatan Permohonan Atas Penetapan Sesuai Skpd/Skprd Yang Telah    Diterbitkan.
       Persyaratan :
· SKPD/SKRD

· Permohonan Keberatan
Instansi Yang Memproses

· Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang 

· Penanda tanganan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

       Pengurusan Pelayanan :
	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Berdasarkan pengajuan keberatan dari pemohon dilakukan penelitian ulang besarnya penetapan berdasarkan data yang disampaikan oleh wajip pajak dan wajip retribusi
	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari

Untuk daratan Sabu dan Raijua 12 (dua belas) hari



	2
	Dianggap perlu maka dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas instansi terkait
	

	3
	Hasil penelitian lapangan dibuat laporan sebagai dasar pertimbangan atas keberatan
	

	4


	Pertimbangan memungkinkan sesuai data, dilakukan pemutakhiran data pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan
	

	5
	Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Penetapan untuk dihitung dan diproses penetapannya kembali apabila terdapat perubahan data.
	


	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	6


	Penandatangan SKPD/SKRD oleh Kepala bidang Penetapan Penagihan yang diketahui oleh Kepala Dispenda Kabupaten Kupang.
	

	7
	Penyerahan SKPD/SKRD kepada Wajib Retribusi/Wajib Pajak  disertai tanda terima
	

	8
	Penagihan oleh petugas atas Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai SKPD/SKRD
	

	9
	Penyetoran hasil tagihan kepada Bendahara, penerima/penyetor pada Dispenda kabupaten Kupang. 
	

	10
	Bendahara penerima/Penyetor melakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
	


PROSEDUR    PELAYANAN    PERIJINAN

PADA  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH

KABUPATEN  KUPANG

4.  Penerbitan Npwpd Perorangan Dan Badan Hukum Lainnya.
     Persyaratan

· Foto copy KTP 

· Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir

       Instansi Yang Memproses

· Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang 

· Penanda tanganan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang
              Prosedur Pengurusan Pelayanan

	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1


	Pemohon mengajukan permohonan kepada Dispenda Kabupaten Kupang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari

Untuk daratan Sabu dan Raijua 14(dua belas) hari

	2
	Pemeriksaan data pemohon
	

	3
	Proses atau penerbitan Kartu NPWPD pada Bidang Pendaftaran dan Pendataan
	

	4
	Penandatanganan Kartu NPWPD oleh Kadis Penda Kabupaten Kupang.  
	

	5
	Penyerahan Kartu NPWPD kepada Wajib Pajak
	


PROTAP PEKERJAAN UMUM

PROSEDUR KEPENGURUSAN PELAYANAN 
DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

1.  IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN

Persyaratan:

· Advis plan Tata Ruang kecamatan 

· Gambar Rencana Bangunan dan situasi

· Perhitungan konstruksi dan gambar instalasi bagi bangunan tertentu

· Foto copy tanda bukti pembelian tanah

· Foto copy gambar situasi (GS) serta dilampirkan dengan surat keterangan pelepasan hak yang disahkan oleh kepala desa/lurah serta camat atau akte jual beli.

· Foto copy KTP Pemohon

· Foto Copy SK Kapling bagi areal Kapling

· Surat Keterangan dari desa/ kelurahan melalui camat

· Surat permohonan IMB

· Surat pernyataan tunduk pada peraturan

· Map snelhekter 4 (buah)

· Meterai 6000 3 (tiga) buah

· NPWP dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

       Instansi Yang Memproses

· Instansi utama :  Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kupang 

· Instansi terkait :  Kantor Desa, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Dinas Pendapatan Daerah

Pejabat  yang menandatangani adalah Kepala Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kupang 
Biaya 

· Rumah Tinggal 

1. Rumah Permanen

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2
	KETERANGAN

	1
	Gang
	Rp. 100
	Rp. 100
	Jalan gang 2-3 meter

	2
	Lokal
	Rp. 400
	Rp. 100
	Jalan lokal 3-6 meter

	3
	Distrik
	Rp. 650.
	Rp. 150
	Jalan distrik 6-10 meter

	4
	Utama
	Rp. 1.000.
	Rp. 100
	Jalan utama 10 meter lebih


2. Rumah semi permanen

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang
	Rp. 150
	Rp. 50

	2
	Lokal
	Rp. 250
	Rp. 50

	3
	Distrik
	Rp. 250.
	Rp. 75

	4
	Utama
	Rp. 250.
	Rp. 75


3. Rumah darurat

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang/Distrik/

Jalan Utama
	Rp. 100
	Rp. 50


Bangunan Fasilitas Umum 
1. Bangunan fasilitas umum komersial, yaitu: Bangunan untuk toko, hotel, bank, bioskop, tempat usaha, pabrik, gudang, tempat rekreasi, usaha lain-lain yang bersifat komersial

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Lokal
	Rp. 1.500
	Rp. 1.000

	2
	Distrik
	Rp. 1.750
	Rp. 1.250

	3
	Utama
	Rp. 2.000
	Rp. 2.000


2. Bangunan fasilitas umum sosial swasta, bangunan rumah sakit, usaha pendidikan dan lain-lain yang sejenis :
	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang
	Rp. 400
	Rp. 750

	2
	Lokal
	Rp. 700
	Rp. 1.000

	3
	Distrik
	Rp. 800.
	Rp. 1.250

	4
	Utama
	Rp. 1.000
	Rp. 1.500


3. Bangunan fasilitas umum milik pemerintah

a. Bangunan fasilitas kantor, pendidikan, peribadatan, kesenian, kebudayaan dan kesehatan.

b. Bangunan fasilitas sosial dan sejenis

c. Bangunan fasilitas perdagangan, pasar desa dan kelurahan

d. Bangunan fasilitas pertahanan keamanan

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang
	Rp. 300
	Rp. 500

	2
	Lokal
	Rp. 400
	Rp. 600

	3
	Distrik
	Rp. 500.
	Rp. 800

	4
	Utama
	Rp. 700.
	Rp. 1000


4. Bangunan fasiltas umum milik swasta yang nyata-nyata bersifat sosial yaitu berupa tempat peribadatan, panti asuhan dan lain-lain (tidak dikenakan biaya)
5. Bangunan fasiltas umum pemerintah semi komersial bangunan fasilitas perusahaan pemerintah/negara.

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang
	Rp. 300
	Rp. 400

	2
	Lokal
	Rp. 400
	Rp. 1.000

	3
	Distrik
	Rp. 700
	Rp. 1.250

	4
	Utama
	Rp. 1.000
	Rp. 1.500


Mengerjakan lain-lain

1. Mengerjakan tembok/pasangam seperti pagar saluran dan lain-lain.
	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang/lokal
	Rp. 300
	Rp. 150

	2
	Distrik/utama
	Rp. 350
	Rp. 200


2. Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu/besi.

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang/lokal
	Rp. 350
	Rp. 200

	2
	Distrik/utama
	Rp. 400
	Rp. 150


3. Mengerjakan alat-alat reklame.

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per m2
	BIAYA SEMPADAN

Per m2

	1
	Gang/lokal
	Rp. 1.500
	Rp. 750

	2
	Distrik/utama
	Rp. 3.000
	Rp. 1.500


4. Memasang dan mendirikan tengki.
	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per buah
	BIAYA SEMPADAN

Per buah

	1
	Gang/lokal
	Rp. 1.000
	Rp. 2.000

	2
	Distrik/utama
	Rp. 1.250
	Rp. 2.250


5. Mengerjakan dan mendirikan cero.
	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per meter
	BIAYA SEMPADAN

Per meter

	1


	Gang/lokal/

Distrik/utama
	Rp. 2.000
	Rp. 1.000/meter


6. Mengerjakan pembongkaran bangunan.
	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per meter
	BIAYA SEMPADAN

Per meter

	1


	Gang/lokal/

Distrik/utama
	Rp. 200.
	---


7. Mengerjakan sumur-sumur peresapan/spetiktank

	No
	LOKASI

PADA JALAN
	BIAYA IMB

Per meter
	BIAYA SEMPADAN

Per meter

	1
	Gang/lokal
	Rp. 2.000
	Rp. 500

	2
	Distrik/utama
	Rp. 2.000
	Rp.  500


 Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

	No.
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon melapor kepada petugas pada UPTD Kimpraswil Kecamatan 
	7 (Tujuh) hari kerja

	2
	Pemohon mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat IMB
	

	3
	Pemohon memenuhi dan memasukkan syarat-syarat IMB dan petugas memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut
	

	4
	Petugas memeriksa gambar dan perhitungan kontruksi dan diparaf oleh Petugas
	

	5
	Petugas menghitung biaya dan retribusi galian golongan C dan diparaf oleh petugas
	

	6
	Pembayaran biaya IMB dan biaya retribusi galian Golongan 
	

	7
	Petugas mengetik penerbitan IMB kemudian ditandatangani oleh UPTD Dinas Kimpraswil Kecamatan dan disahkan (mengetahui) camat
	

	8
	Pemohon menerima formulir IMB
	

	9
	Petugas mematok  sempadan bangunan
	


PROSEDUR TETAP

SISTIM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

1. KARTU SUSUNAN KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Persyaratan :

· Surat Pengantar dari RT ditempat pemohon berada atau berdomisili

· Kartu keluarga lama 

· Akte Perkawinan/perceraian (bagi yang sudah atau pernah menikah)

· Akte kelahiran

· Akte angkat anak

· Surat keterangan pendaftaran penduduk (SKPP) bagi penduduk WNA

· Keterangan pajak bangsa asing bagi WNA

Instansi Yang Memproses :
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

· Instansi terkait : ---------

Pejabat  yang menandatangani adalah    Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana.
Biaya 

	JENIS URUSAN
	Biaya  (Rp)

	[image: image1.png]


  FORMULIR SIMDUK
	Rp. 500 \ SET

	[image: image2.png]


  KSK
	Rp. 3.500 \ SET

	[image: image3.png]


  KTP WNI
	Rp. 5000 / SET

	[image: image4.png]


  KTP WNA
	Rp. 10.000 \ SET


​​​​

Prosedur Pengurusan atau Pelayanan
	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon mengajukan permohonan ke desa/kelurahan di tempat pemohon berada
	14 (empat belas) hari kerja

	2
	Kepala Desa\Lurah melanjutkan permohonan ke kecamatan dimana desa/kelurahan tersebut berada
	

	3


	Kecamatan menyediakan pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang diambil dari bagian Tata Pemerintahan Sekretariat  Kabupeten Kupang dan diserahkan kepada kepala desa/lurah atau Kaur Pemerintahan  
	

	4
	Pemohon mengembalikan formulir tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan
	

	5
	Petugas catatan sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima
	

	6
	Pemohon membayar biaya akta kelahiran sesuai ketentuan
	

	7
	Pengisian data pada register oleh petugas catatan sipil dan selanjutnya ditanda tangani pemohon dan pegawai luar biasa catatan sipil
	

	8
	Pembuatan kutipan-kutipan akta untuk ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil
	

	9


	Pemohon menerima akta Kelahiran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencanadan yang sudah diberi Cap.
	


2. AKTA KELAHIRAN INDUK DARI 1 HARI KERJA S/D 60 HARI KERJA

Persyaratan :

· Salinan Foto copy Akta perkawinan orang tua (1x)

· Foto copy Kartu susunan keluarga (1X)

· Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (Suami-Isteri) (1X)

· Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa

· Foto copy bukti kewarganegaraan dari Pengadilan Negeri/Keputusan Presiden bagi WNI keturunan, WNA dan lain-lain yang berhubungan dengan status hukum mereka.

· Bagi WNI keturunan dan WNA hanya dilayani di Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana dan tidk dilayani dikecamatan (PLB)

Instansi Yang Memproses
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang 

· Instansi terkait : ---------

Pejabat  yang menandatangani adalah    Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Biaya :
	ANAK KE
	Biaya  (Rp)

	Kesatu dan kedua
	5.000 (N=Rp. 4.000 dan D=Rp. 1000)

	Anak ketiga dan seterusnya
	9.000 (N=Rp. 8.000 dan D=Rp. 1000)


      Prosedur Pengurusan atau Pelayanan :

	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1


	Pemohon melapor kepada petugas di Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
	3 (tiga) hari kerja

	2
	Pemohon  menerima formulir kelahiran dari petugas catatan sipil serta penjelasan seperlunya
	

	3
	Pemohon mengisi formulir kelahiran tersebut bersama persyaratan sesuai ketentuan
	

	4
	Pemohon mengembalikan formulir tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan
	

	5
	Petugas catatan sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima
	

	6
	Pemohon membayar biaya akta kelahiran sesuai ketentuan
	

	7
	Pengisian data pada register oleh petugas catatan sipil dan selanjutnya ditanda tangani pemohon dan pegawai luar biasa catatan sipil
	

	8
	Pembuatan kutipan-kutipan akta untuk ditanda tangani Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
	

	9
	Pemohon menerima akta Kelahiran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan yang sudah diberi Cap.
	


3. AKTA KELAHIRAN DISPENSASI TERLAMBAT LAPOR (LEWAT WAKTU 60 HARI KERJA)
Persyaratan :
· Salinan Foto copy Akta perkawinan orang tua (copy 2x)

· Foto copy Kartu susunan keluarga (copy 2X)

· Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (Suami-Isteri) (copy 2X)

· Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa (copy 2x)

· Foto copy bukti kewarganegaraan dari Pengadilan Negeri/Keputusan Presiden bagi WNI keturunan, WNA dan lain-lain yang berhubungan dengan status hukum mereka (Copy 2x)

Catatan :
· Bagi WNI keturunan dan WNA melalui penetapan Pengadilan Negeri 

· Pendaftaran kelahiran terlambat lapor disentralisir pada Dinas Kependudukan dan tidak didelegir kepada Pegawai Luar Biasa (PLB)

Instansi Yang Memproses

· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
· Instansi terkait : Bagian Hukum. 

Pejabat yang  menandatangani  adalah  Kepala Dinas Kependudukan. 
Biaya :
	ANAK KE
	Biaya  (Rp)

	Kesatu dan kedua


	10.500

(N=Rp. 6.500 dan D=Rp. 4.000)

	Anak ketiga dan  seterusnya
	14.500

(N=Rp. 14.500 dan D=Rp. 4.000)


Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan 
	14 (empat belas) hari kerja

	2
	Pemohon  menerima formulir kelahiran dari petugas catatan sipil serta penjelasan seperlunya
	

	3
	Pemohon mengisi formulir kelahiran tersebut bersama persyaratan sesuai ketentuan
	

	4
	Pemohon mengembalikan formulir tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan
	

	5
	Petugas catatan sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima
	

	6
	Petugas catatan sipil mengajukan permohonan beserta persyaratan pemohon kepada Bupati melalui bagian Hukum untuk mendapat persetujuan Bupati/Banding Bupati
	

	7
	Bupati melalui bagian Hukum menerbitkan Surat Keputusan Dispensasi dan dikembalikan ke Dinas Kependudukan untuk proses Akta Kelahiran
	

	8


	Pembuatan Kutipan-kutipan Akta untuk ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang.
	

	9
	Pemohon mengambil kutipan Akta dengan membayar biaya akta sesuai ketentuan.
	


4. AKTA KELAHIRAN DISPENSASI MASSAL. 

Persyaratan

· Foto copy Ijasah  terakhir/SK Pegawai Negeri Sipil

· Surat Baptis/KTP

Instansi Yang Memproses
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

· Instansi terkait : ---------

Pejabat  yang menandatangani adalah Kepala Dinas Kependudukan. 
Biaya :
	ANAK KE
	Biaya  (Rp)
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  Kesatu dan kedua


	5.000

(N=Rp. 4.000 dan D=Rp. 1000)

	Anak ketiga dan seterusnya
	9.000

(N=Rp. 8.000 dan D=Rp. 1000)


Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan 
	3 (tiga) hari kerja

	2


	Pemohon  menerima formulir kelahiran dari petugas catatan sipil serta penjelasan seperlunya
	

	3
	Pemohon mengisi formulir kelahiran tersebut bersama persyaratan sesuai ketentuan
	

	4
	Pemohon mengembalikan formulir tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan
	

	5
	Petugas catatan sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima
	

	6
	Pemohon membayar biaya akta kelahiran sesuai ketentuan
	

	7


	Pengisian data pada register oleh petugas catatan sipil dan selanjutnya ditanda tangani pemohon dan pegawai luar biasa catatan sipil
	

	8
	Pembuatan kutipan-kutipan akta untuk ditanda tangani Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
	

	9
	Pemohon menerima akta Kelahiran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencanadan yang sudah diberi Cap.
	


5. AKTA PERKAWINAN

Persyaratan

· Foto copy Akta kelahiran dari calon mempelai

· Surat keluasan (Akta Ijin Kawin bagi Calon Mempelai yang  mendapat ijin orang tua)

· Ijin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai dibawah umum minimal untuk perkawinan

· Akta kematian dari isteri atau suami bagi calon mempelai pernah kawin dan salah seorang telah meninggal dunia

· Akta Perceraian bagi calon mempelai yang pernah kawin

· Surat Keluasan komandan bagi calon mempelai anggota ABRI

· Akta pengakuan anak bagi pasangan nikah yang sudah mempunyai anak.

Syarat-syarat tambahan disesuaikan dengan keadaan setempat

· Surat pernyataan dari saksi

· Pas photo gandeng ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

· Surat Keterangan belum pernah kawin dari Dinas Kependudukan setempat bagi Calon mempelai yang berasal dari luar daerah.

· Kartu Tanda Penduduk dari calon mempelai

· Bukti kewarganegaraan  (SKIK/STMD) bagi calon  mempelai WNA

· Bukti kewarganegaraan  (SK. Kewarganegaraan dari Presiden, Menteri Kehakiman, Surat Berita Acara sumpah dari Pengadilan Negeri) Surat Ganti Nama bagi WNI keturunan asing.

· Kartu Ijin Masuk (KIM) Paspor bagi WNA yang bukan penduduk.

Instansi Yang Memproses

· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

· Instansi terkait : Bagian Hukum 

Pejabat  yang menandatangani adalah    Kepala Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Biaya :
	PENCATATAN SIPIL
	Biaya  (Rp)

	Di dalam kantor


	18.000 (N=Rp. 14.000 dan D=Rp. 4.000)

	Di luar Kantor


	33.000 (N=Rp. 29.000 dan D=Rp. 4.000)

	Perkawinan Dispensasi (telah menikah tapi belum dicatat) kutipannya hilang dan register tidak ditemukan/tidak terdaftar. Di kantor tepat waktu 30 hari kerja
	30.000 (N=Rp. 24.000 dan D=Rp. 6.000)


Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Para calon mempelai menghubungi petugas di Dinas Kependudukan
	3 (tiga) hari kerja

	2


	Para calon mempelai menerima formulir model 1 dan 2 (Formulir permohonan perkawinan dan data calon mempelai) serta penjelasan seperlunya dari petugas
	

	3


	Para calon mempelai mengisi formulir 1 dan 2 tersebut, dan ditanda tangani pula oleh Ketua Majelis Gereja/Lembaga Keagamaan dimana para mempelai diberkati dengan maksud agar pimpinan agama turut mengetahui dan menyetujui tanggal dan waktu perkawinan
	

	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	4
	Para calon mempelai mengembalikan formulir model 1 dan 2 tersebut bersama segala persyaratan sesuai ketentuan
	

	5
	Petugas Catatan Sipil meneliti kelengkapan administrasi yang diterima.
	

	6


	Apabila dalam penelitian tidak ternyata tidak terdapat kekurangan atau kesalahan maka diadakan pendaftaran perkawinan pada agenda perkawinan.
	

	7


	Selanjutnya berdasarkan data permohonan yang telah memenuhi syarat dibuat pengumuman pada Dinas Kependudukan dan diumumkan juga pada jemaat gereja/paroki wilayah dimana para mempelai berdomisili
	

	8


	Apabila tidak keberatan/sanggahan atas pengumuman perkawinan dan ternyata benar-benar tidak ada halangan untuk dilangsungkan perkawinan dimaksud, maka penulisan regsiter dapat dilaksanakan setelah biaya perkawinan dibayar.
	

	9


	Perkawinan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada model 1 (Pendeta/imam) didepan pegawai pencatatan sipil (pasal 10 PP nomor 9/1975
	

	10


	Sesaat setelah berlangsungnya perkawinan menurut hukum agama maka perkawinan tersebut dicatat secara resmi
	

	11
	Selanjutnya Akta Perkawinan diproses untuk diberikan kepada pariwisata mempelai.
	

	12
	Para mempelai menerima Akta Perkawinan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil.
	


6. AKTA KEMATIAN

Persyaratan :

· Surat Keterangan dari  Lurah/Kepala Desa sesuai Keprres No. 52 Tahun 1977

· Foto copy KTP dari Almarhum atau almarhumah 

· Jangka waktu pelaporan adalah 60 hari sejak peristiwa kematian terjadi

· Keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan sebagai pelengkap

Instansi Yang Memproses
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.

· Instansi terkait : --- 

Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas Kependudukan. 
Biaya :
	Pencatatan Sipil
	Biaya  (Rp)

	Biaya
	Rp. 3.500 (N=Rp. 2.500 dan D=Rp. 1.000)


    Prosedur Pengurusan atau Pelayanan

	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1


	Pemohon diberikan Formulir laporan  kematian untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemohon dan para saksi
	3 (tiga) hari kerja

	2


	Pemohon mengembalikan formulir laporan kematianm yang telah diisi dan ditanda tangani disertai bahan-bahan persyaratan sesuai ketentuan
	

	3


	Petugas Catatan Sipil memeriksa formulir laporan kematian yang telah diisi serta bahan-bahan persyaratan yang telah dimasukkan
	

	4
	Pengisian data pada register kematian oleh Petugas Dinas Kependudukan dan selanjutnya ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan 
	

	5
	Pemohon membayat akta kematian sesuai ketentuan
	

	6
	Penerbitan kutipan-kutipan akta untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
	

	7
	Pemohon menerima akta kematian yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan
	


7. AKTA PERCERAIAN

Persyaratan:
· Penetapan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang terjadi

· Surat Keterangan dari Penitera tentang kekuatan hukum yang tetap dari penetapan tersebu

Instansi Yang Memproses
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

· Instansi terkait : Pengadilan Negeri

Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas Kependudukan. 
Biaya :
	Pencatatan Sipil
	Biaya  (Rp)

	Melapor tepat waktu 30 hari kerja
	26.000 (N=Rp. 25. 000  

dan D=Rp. 1.000)

	Melapor Lewat waktu 60 hari kerja
	 51.000 (N=Rp. 50.000  
 dan D=Rp.1.000)


Prosedur Pengurusan atau Pelayanan :
	NO
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon menghubungi petugas Catatan Sipil di Dinas Kependudukan
	3 (tiga) hari kerja

	2


	Petugas memberikan formulir serta menjelaskan tentang cara pengisian dan persyaratan yang harus dilengkapi
	

	3


	Pemohon mengisi formulir dan selanjutnya mengembalikan kepada petugas bersama bahan-bahan persyaratan yang sesuai ketentuan
	

	4
	Petugas Dinas Kependudukan meneliti formulir yang telah diisi serta bahan-bahan persyaratan yang telah diajukan tentang kebenaran dan keabsahan
	

	5
	Petugas mendaftarkan pada buku register perceraian
	

	6
	Pemohon membayar biaya akta perceraian
	

	7
	Pemohon menerima akta perceraian
	


8. AKTA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Persyaratan :
· Penetapan Pengadilan Negeri tentang adopsi

Instansi Yang Memproses
· Instansi utama : Badan Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana

· Instansi terkait : Pengadilan Negeri

Pejabat yang menandatangani adalah Kepala Dinas Kependudukan 
Biaya :
	Pencatatan Sipil
	Biaya  (Rp)

	Melapor tepat waktu 30 hari kerja
	26.000 (N=Rp. 25. 000 dan D=Rp. 1.000)

	Melapor Lewat waktu 60 hari kerja
	 51.000 (N=Rp. 50.000  dan D=Rp. 1.000)


Prosedur Pengurusan atau Pelayanan :
	No
	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN
	JANGKA WAKTU

	1
	Pemohon menghubungi petugas Dinas Kependudukan di Dinas Kependudukan
	3 (tiga) hari kerja

	2
	Petugas menjelaskan tentang cara pengisian dan persyaratan yang harus dilengkapi
	

	3
	Pemohon menyerahkan atau melengkapi bahan-bahan persyaratan yang sesuai ketentuan
	

	4
	Petugas mendaftarkan pada buku register Adopsi
	

	5
	Akta Pengangkatan anak dibuat dan diberikan pada pemohon
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